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PELAKSANAAN JAMINAN PEMBIAY AAN MURABAHAH
PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG PADANG
iMuhammad Lghal, 03.940. 198, Fakultas Hulkum Program Ekstensi,
Limiversitas Andalbas, 53 him, 2008)

ABSTRAK

Sektor perbankan dewnsa ini memiliki posisi vang swategis sebapni lembaga
intermediasi vang memnenjang sistemn perckonomion nasional. Salah satunnys adalah
perhankan syasich, oleh kareng itu perangn perbankan perlu lebih ditingkatkan sesuai
lupgsinys dalam menghimpun dan menvaiurkan dana kepada masyarakat, khususnya
dengan lebih memperhatikan pembiavaan kepada sektor perekonomian yang mendukung
psaha kecil dan menengah. Oleh karena kebutuhan masvarakat vang berancka ragam din
terus meningkat, sementara kemempoon untuk mencapai tujuan yang diinginkan terbatas,
maky tegadi ketimpangan antara kemampoan dan cita-cite. Datarn hol berusaba, untuk
kehutuhan akan modal kerja atau kebutuhan akan pengadaan hzrang modal diperlukan
bantuan  dalam  hentuk permodalan sehingga daken produk penyaluran dananya
mengeunakan istilah pembiayaans dan harus diupayekan dapat meningkatkan kesempatan
kerja dan kescjahterasn chkonomi sesuai dengan nilai-nilad [slam, Bantuan dari bank
dulamm benmk tembahan modal inileh vang disebul dengan pembiayaan, Pernbiayazn vang
diberikan selalu dizmenkan dengan cara adanya jaminan pembiavaan, apabils nitsithith
karena sesuaty schab tidak dapat memenubi kewapibanya membayar wang maka bank
denean bebas dapat menjual jaminan dan menutop utang itu der hasit penjoalan Jaminam
vane dimuksud.

Permasalahan wvang penubiz anphat dalom penulisan skeipsi ool oadalah: a)
bagaimana syarat dan  prosedur peémberian jaminan pembiavasn momabahah dan
Fugraimana pelaksanaan permbenan jamingn pesbiavaaan mucababah oleh Bank Mepara
Indanezsia Syarial Cabang Padang, b) Apa saje kendala yang ditcimai dalem pelaksgnain
pemberian jarmina pembiavaan murababah olch Bank Megara Indonesia Svariah Cabang
Pedang, serte alternetif apa vang ditemukan dalam upaye pencegahon masaleh

Metode penclitian vang  penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

meiede: pendekatan vuridis soziologs, dengan spesifikasi pembahasan vaitu deskripsil
analisiz dun leknik pepgumpulan dadanve adelah studi kepustukesn den penelition
lzpangan melalui wawencara, kemudizn dianalisiz secarn koalitatif,
Flazil pepelitian memperhibatkan babaw: a) Fasililes pembiavasan morabahah diberkan
kepadas penerima pembiaysan yang sudeh memenuhi svarat stan ketentuaan vang di
pinzkan pada Bank Megara Indonesia Syariah, ) ARefpan penvelessian masalal tentang
pemberizn jamingn  pembizvasn muomababah olel debitor wapb  dissurensiban pada
perusehasn asuransi {berdasarkan prnsip syariah) vang di mnjuk atan di senguei oleh
dehitor, guna mengatzsi risiko bahayn kebakaran sera bahaya lainnye dan untok suatu
Jumlah petanggungan séra persvaratan yang di pandang tepat oleh hank. Untuk perbaikan
hukum dimasa depan diharapkan pemerintah dapat segera menerbitkan undang-undang
Merbankan Syariah sebagai perangkitl hukum don pedoman delom melakukan kegiatan
perbankan svariab di Indonesia,



BAR I
PENDAHULUAMN

A, Latar Belakang Masalah

Kebotuhan masyarakat vang beranske rogam selalu meningkat. sementara
kemampuan finansial umuk mencapai tujuan vang diinginkan tersebut terhatss,
maka lerjadi ketimpangan antare kemampuan dan cita-cita, Dalam hal berusaha,
untuk kebuiuhan akan modal kea atae kebutuhen skan pengadaan barang dan
modal diperlukan bantuan dalam bentuk permedalan, vang bisa didapatkan antara
lain dari bank syariah, vang mana dalam produk penyaluran dana tersebut bank
syariah  menggunakan  istilah  pembizyaan,  dan harus  diupavikan  dapat
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahleramn ekonomi sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Untuk ity diperlukan sarana entuk memperiemukan pihak Bank yang
akan menvediakan pembiayvaan bagi penerima pembiaysan vang membutuhkan
pembisyaan, Dari simlzh timbulnya perjaniian Jual-hel.

Perjanjian Jual-beli di atur dalam Pasal 1457 KUH Perdata vang isinyva:

“Jual-beli adalah suate perjanjian, dengan mana pihak vang  sata
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pilak vang lain
untuk membayar harza yang telah dijanjikan™,

Setelah perjanjian terschut disepakati. maka lahirlah kewajiban bagi pihak
Bank untuk menverahkan objek yang di perjaniikan kepada Penerima pembiayaan
vang membutubkan pembiayaan dengan hak untuk menerima kembali objck
tersebut berupa harga fval (hargs pokek + keuntungan dari penerima pembiavaan

vany 1elah disepakati dalam akad pembizyaan.



Pilak-pihak vanp berhubungan dalam transaksi pembiayvaan it jalsh
pihak vang memberikan pembisysan herdasarkan prinsip syariah. biasanya
berbentuk lemboga kevangan bank maupun lembaga kevangan bukan bank.
Sedangkan pihak-pihak yang menerima pembinyaan biasanya adalah anggota
masyarakat vang berbentuk  perorangan maupun badan usaha atau hukum
{Perserpan Terhatas, OV, Firma).

Bank mempercavai  penerima  pembiavaan  dengan  memberikan
pemhiayaan, vang dalam hal ini berbeniuk vang. Bark memberikan pembiayaan
kepada penerima pembiavasan dengan harapan apar di kemudian hari penerima
permbiavasn dapat membeyar kembali utangnya kepada pihak Bank, Dalam hal ini
timbul adanya hubungan timbak-balik, dimana bank mempunyai kelebihan uang,
sedanpkan  peserima pemblayaan  membutuhkan  dana. Bank dengan
meminjamkan uang vang berlehih i berarti behwa Bank ite telah kehilangan
kesempatan untuk dapat memanfantkan yangnya untuk menutupl kebulithan lain,
[3 lain pihak penerima pembisyaan mencrma plieiaman uang dari Bank, guna
memperlancar pelaksanaan usahanya. Afas jasa vang diterimanya itu penerima
pembiayaan  pantas memberikan balas Jasa Kepada Bank, berupa margin
(keuntungan) vang lelah di sepakati. disamping jumlzh pinjeman vang tekah
diterima oleh pencrima pembiayain.

Pembiavaan vang diberikan selaly diamankan vaitn dengan cara adunya
jaminan pembizyaan, Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Moo 1 Tahun

199% Tentany Perubzhen Undang-undang Na, 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Achmst Adswnsi, 1981, Pratrer Porfankon o Tvdoaesid sEredit Drvesiand ). Jokaris Dala
Aksuca, Hl 13



BAB 1V
PENUTILIP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitien tentang pelaksanaan iaminan pemibiayvasn
murzbahah pada Bank Megara Indonesia Svarjah Cabang Padeng, maka

dipereleh kesimpulan;

1. Pemberian jaminan pembiayaan mursbahal pada Bank MNegora Indonesia
Syariah cabang Padang hanya dikerikan Kepada nasabeh  wvang sudah
memenuhi syarat atan ketentuan pencairan pembiavaan vang di punakan
pada Bank Negara Indenesia Swariah cabang Padang, den melakukan
pengikatan jaminen scperti jaminan Hak Taggungan vang «diatur dalam
Undang-Undang Mo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangoungan & jaminan
fidusia vang digunakan uniuk permnbiayaan murabahah vang sudah diatur
datam Lindang-undang No.42 tnhun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Permasalaban dan Alternatif Pemccahan Masalzh lentang  Pemberian
laminan Pembiayaan Murshahah oleh Bank Mepars Indonesta Svarfal
Cabang Padang,

a. Adanya jaminan vang nilainya ketika dijual tindak dapat menutupi
keseluruhan kewajibun nasabah kepada bank.

b, Jatsinan hilang atau musnah.
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